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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Pengantar 

  

 Berdasarkan latar belakang judul “Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi 

Dan Korban Dalam Perlindungan Saksi Di Pengadilan Hak Asasi Manusia 

Indonesia” serta identifikasi masalah serta uraian yang telah dikemukakan pada 

bab-bab sebelumnya, penulis pada bab penutup ini akan menyampaikan kesimpulan 

dan saran sebagai berikut: 

 

5.2 Kesimpulan 

 

1. Perlindungan Saksi dan/atau Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia berat 

(selanjutnya akan disebut pelanggaran HAM berat) penting dikarenakan sebagian 

besar para pelaku atau terdakwa dalam pelanggaran HAM berat merupakan pihak 

yang memiliki otoritas tinggi, kekuatan dan sumber daya yang luar biasa, dimana 

dengan terdapatnya kekuatan tersebut memungkinkan para pelaku atau terdakwa 

melakukan tindakan pengancaman dan intimidasi terhadap para saksi yang 

dikatakan merupakan pihak yang lemah dibandingkan dengan pihak terdakwa.  

 

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya akan disebut LPSK) 

dianggap masih kurang efektif, sebab dalam mencapai tujuannya yang dikatakan 

dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya akan disebut 

UU PSK) masih terdapat beberapa hal yang belum terlaksana terkait perlindungan 

dan bantuan terhadap Saksi dan/atau Korban pelanggaran HAM berat. Dimana 

terkait pengajuan permohonan perlindungan terhadap LPSK masih dianggap rumit 

oleh segelintir pihak, berikutnya dimana kedudukan LPSK sendiri masih hanya 

terdapat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sedangkan yang diketahui bahwa 

terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang tidak terjadi  di Ibu Kota dan 
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menjadi sulit bagi pihak-pihak yang membutuhkan perlindungan dan bantuan di 

luar wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Selain itu, terkait bantuan 

terhadap korban yang kurang sesuai dengan apa yang telah diatur oleh UU PSK, 

terkait hak korban masih kurang terlaksana dengan baik, dan koordinasi lintas 

lembaga hukum yang masih kurang terjalin dengan tepat. Namun, di sisi lain LPSK 

juga telah menunjukan hal yang positif terkait pelaksanaan tujuan dari LPSK 

sendiri yang diwujudkan dengan terdapat kerjasama antara LPSK dengan Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia dan ELSAM. 

 

5.3 Saran  

 

 Berkaca dari kekurangan pada perlindungan saksi kasus pelanggaran HAM 

berat yang telah di tangani oleh Pengadilan HAM sebelumnya, seharusnya 

kedepannya LPSK dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang terkait pada 

perlindungan saksi tersebut dengan menjalankan tugas dan kewenangan 

berdasarkan UU PSK. Selain itu, LPSK seharusnya memperluas jangkauannya 

dengan tidak hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia 

(selanjutnya akan disebut Ibu Kota) saja, hal ini disebabkan tidak semua kasus 

mengenai pelanggaran HAM berat, terutama kedudukan saksi hanya di Ibu Kota. 

 Berikutnya, mengenai pemenuhan hak-hak dari saksi dan/atau korban 

terkait pelanggaran HAM berat masa lalu, yang saat ini menjadi tanggung jawab 

dari LPSK harus ditingkatkan kembali. Fakta menunjukan bahwa, menganai hak 

korban pelanggaran HAM masa lalu, masih terdapat beberapa pihak yang diabaikan 

oleh LPSK. Dengan kurangnya cakupan wilayah serta pemenuhan hak, LPSK 

seharusnya meningkatkan koodinasi dengan lembaga hukum lainnya agar 

pekerjaan dari LPSK menjadi lebih luas dan terkoordinasi dengan lembaga-

lembaga yang mampu membantu kinerja LPSK. 
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